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ABSTRAK 

 

Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Mekanisme perwakilan 

yang dianut Indonesia dinilai dapat menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Dalam 

pengembangan pembangunan daerah Indonesia menganut sistem Daerah Otonom 

yang mana Pemerintahan Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang 

menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan 

dalam skala Kabupaten dengan pengawasan Pemerintah Pusat. Penelitian ini 

menfokuskan pada bagaimana implementasi pengelolaan pendapatan asli daerah 

dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten  Sragen Periode 2009-

2012 dan kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah serta bagaimana 

upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dengan mendeskripsikan 

data yang dikaji secara sistematis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif 

yaitu penelitian ini berdasar dari peraturan perundang-undangan sebagai norma 

hukum positif yang menjadi dasar pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah. 

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menarik 

kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang 

telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat 

menghantarkan pada kesimpulan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu 

analisis data dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan alat kelengkapan 

milik pemerintah daerah yang dikelola guna mengelola sistem keuangan yang 

terjadi di Kabupaten Sragen. Dalam penerimaan dana untuk wilayah Kabupaten 

Sragen terdapat 2 pengelolaan dana yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Kusus (DAK) yang mana kedua hal tersebut mempunyai peranan yang 

sangat penting terhadap perkembangan pembangunan daerah. DAU diberikan 

pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam 

memanfaatkan PAD-nya. Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Sragen PAD belum mampu Untuk menopang sebagian besar dana yang di 

butuhkan, PAD hanya menyumbangkan 10% dari seluruh sumber dana. Dengan 

Pendapatan Asli Daerah yang sedikit tersebut Kabupaten Sragen belum mampu 

dikatakan daerah yang Otonom karena masih tergantung dengan bantuan dari 

Pemerintah Pusat. Hal tersebut juga dipengaruhi pengelolaan yang kurang 

maksimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga berdampak pada 

pendapatan daerah. 
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MOTTO 

 

 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan.” (QS. Alam Nasyroh: 5)” 

 

ORANG SUKSES SELALU MELIHAT KESEMPATAN 

DALAM KESEMPITAN 

 

 

 

ORANG YANG MERUGI SELALU MELIHAT 

KESULITAN DALAM KESEMPATAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Maka, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati 

oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara 

adil dan merata. Sebaliknya keberhasilan pembangunan tergantung pula pada 

partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan 

secara merata oleh segenap lapisan masyarakat baik dalam memikul beban 

pembangunan maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan 

pembangunan ataupun pula dalam menerima kembali hasil pembangunan. 

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral 

dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah 

dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia.
1
 

Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan 

peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang 

No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan 

yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-

undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 

pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk 

                                                           
1
 Lanis, Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru, (Jakarta : BPFE-UI, 

1999), hlm. 30. 
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mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
2
 

Adanya perubahan struktur yang menyangkut pembangunan wilayah 

suatu daerah, maka daerah memerlukan berbagai kebijaksanaan khusunya 

yang mengatur antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini pemerintah 

di harapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan di wilayah 

masing – masing, sebab sukses dan tidaknya pembangunan semakin 

tergantung pada sukses dan tidaknya pembangunan di daerah tersebut. 

Keberadaan pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kabupaten yang 

mampu menyelenggarakan kelancaran dan pemerataan pembangunan mutlak 

diperlukan. Hubungan antara pusat dan daerah yang sering dibicarakan adalah 

masalah otonomi daerah, khususnya pembagian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.
3
 

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan 

bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-

baiknya adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan atau memperoleh 

dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri, dapatlah kita maklumi unsur 

pembiayaan yaitu tersedianya dana dalam jumlah yang memadai dan 

                                                           
2
 Magnar Kuntana, Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah 

Administratif, (Bandung: Armico,1984), hlm. 65. 
3
 Kristiadi, J.B., Problema Pendapatan Daerah,  (Jakarta: Edisi ke-8, 2002),  hlm. 23. 
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pengolahan yang baik merupakan dasar utama bagi pelaksanaan rencana 

pembangunan yang dilakukan, menjadi dasar bagi perumusan kebijaksanaan 

program – program investasi dan penerapan sasaran – sasaran pembangunan.
4
 

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas 

desentralisasi dan asas dekosentralisasi, hal ini diungkapkan dalam pasal 18 

UUD 1945 beserta penjelasannya yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintah 

di daerah dilaksanakan melalui asas desentralisasi dan asas dekosentralisasi. 

Berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi lahirlah daerah otonom 

dan wilayah administratif yang mencerminkan  pembagian tugas dan 

wewenang atau fungsi pemerintah. Daerah otonom adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia
5
. 

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan, Sedangkan wilayah administrative adalah wilayah kerja Gubernur 

serta Wakil Pemerintah.
6
 Tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah adalah 

untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan masyarakat antara 

lain: menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan 
                                                           

4 Nugroho Rianto, Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, (Jakarta: 

Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), hlm. 219. 
5
 Ibid., hlm. 89. 

6 Manan Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH FH-UII. 

2001), hlm. 325. 
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pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan 

meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Menurut 

Undang –Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004, pemerintah 

daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah 

Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah.
7
 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

telah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8
 

Kemampuan suatu daerah untuk melakukan otonomi daerah tidak 

hanya terbatas pada kemampuan pada bidang legislatif saja, tetapi juga harus 

mampu melakukan otonomi daerah dibidang eksekutif, konsekuensinya 

                                                           
7
 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan 

antara DPRD dan Kepala Daerah), (Bandung: PT. ALUMNI, 2008), hlm. 76. 
8
 UU No.32 Tahun 2004, Pasal 1 Tentang Pemerintah Daerah. 
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sebagai daerah Otonom yaitu harus mempunyai kemampuan untuk 

menyelenggarakan perundang-undangan sendiri, keuangan sendiri, serta 

pegawai-pegawai sendiri. Dengan demikian penerapan sistem desentralisasi 

dan dekosentralisasi tiap-tiap daerah diharuskan untuk menggali pendapatan 

aslinya.
9
 Sehingga diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan 

nasional yang merupakan pengamalan pancasila. Oleh karena itu kelancaran 

pelaksanaan pembangunan daerah tertentu akan memperlancar pembangunan 

nasional. Dengan demikian, maka pembangunan daerah bukan hanya 

merupakan tujuan pembangunan nasional, melainkan juga merupakan alat 

atau wahana untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, keadilan sosial, 

kenaikan tingkat kemakmuran, pembagian pendapatan dan keselarasan 

pembangunan antar daerah dan antar golongan.
10

 

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk 

memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat 

dan pelaksanaan pembangunan.
11

 Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka 

kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan 

berbagai urusan rumah tangganya. Pembangunan daerah merupakan bagian 

integral dari upaya pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk 

                                                           
9
 Suriansyah Murhani, Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, 

(Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 81. 
10

 Sinaga, B. M. dan H. Siregar. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap 

Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005), hlm. 

289. 
11

 http://www.kotasragen.com/berita/index/pengoptimal ananggaran pendapatan 

dan belanja daerah (diakses pada tanggal 28 oktober 2013 pukul 16.00 WIB). 

http://www.kotasragen.com/berita/index/pengoptimal


6 
 

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, sehingga tercipta suatu 

kemampuan yang handal dan profesional dalam meberikan pelayanan kepada 

masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah 

secara berdaya dan berhasil untuk kemajuan perekonomian daerah dan 

kesejahteraan masyarakat.
12

 

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi 

daerah yang memberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih 

mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk memantau dan 

mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Selain untuk menciptakan persaingan yang sehat 

antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Untuk melaksanakan 

pembangunan tersebut, diperlukan adanya suatu penyusunan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah, yang mana salah satu faktor yang dominan 

turut menentukan adalah segi keuangan daerah, khusunya sumber pendapatan 

dan anggaran daerah.
13

 

Dalam menyelenggarakan tugas tugas serta urusan rumah tangganya, 

daerah harus mempunyai keuangan yang kuat pula. Semakin besar keuangan 

daerah makin besar pula kemampuan daerah dalam menyelenggarakan usaha-

usaha dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial budaya dan 

kesejahteraan tersebut tergantung didalam penyusunan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah. Keadaan keuangan daerah akan menentukan corak-corak, 

                                                           
12

 Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta : 

Grasindo, 2007), hlm. 145. 
13

 Ibid., hlm. 176. 
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bentuk serta kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah 

daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara 

maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, termasuk  diantaranya adalah pajak daerah dan restribusi daerah 

yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang 

utama.
14

 Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna, pemerintah 

menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan di semua sektor. Dalam 

menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan tersebut, masalah utama yang 

dihadapi adalah masalah keterbatasan dana di daerah. Berkaitan dengan dana 

yang ada di daerah, yang harus diusahakan dan dikelola oleh daerah adalah 

upaya pembinaan rumah tangga daerah.
15

 

Di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan kemandirian keuangan 

daerah tampaknya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintah daerah 

otonom harus dapat membiayai seluruh anggaran belanja (belanja rutin dan 

belanja pembangunan) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli 

Daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan selain 

sumber penerimaan daerah lainnya. Kriteria penting untuk mengetahiui secara 

nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya 

adalah kemampuan Self Supporting dalam bidang keuangan, namun demikian 

kondisi keuangan daerah di Indonesia mempunyai karakteristik antara lain:
16

 

1. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau 

subsidi pemerintah pusat. 

                                                           
14

 Ibid. 
15

 Arnita, Kustadi, Sistem Perpajakan di Indonesia,(Bandung: Alumni, 2004), hlm. 84. 
16 Ibid., hlm. 82. 
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2. Kontribusi pajak dan pendapatan asli lainnya terhadap penerimaan 

total daerah adalah sangat kecil karena hampir semua pajak di daerah 

di jadikan pajak sentral dan dipungut pemerintah pusat. 

3. Terdapat kontrol yang luas dari pemerintah pusat terhadap keuangan 

daerah. Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan 

yang meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri 

dan pendapatan dari penerimaan pusat. Sedangkan pendapatan daerah 

dalam arti sempit adalah penerimaan sendiri Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang No. 32 

tahun 2004 adalah sebagai berikut:
17

 

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: 

a. Hasil Pajak Daerah 

b. Hasil Retribusi Daerah 

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

2. Dana Perimbangan 

3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah  

Retribusi merupakan salah satu faktor dominan pendapatan yang ikut 

menentukan usaha pengembangan Pendapatan Asli Daerah. Pungutan 

retribusi tersebut di antaranya adalah retribusi pasar yang merupakan salah 

satu pungutan retribusi yang potensial dalam memberikan pemasukan yang 

cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah.
18

 Untuk membiayai berbagai 

pengeluaran sebagai akibat dari tugasnya mengurus rumah tangga daerahnya 

dan dalam menyelenggarakan tugas bantuan. 

                                                           
17

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 215. 
18 Devas Nick, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. (UI Press. Jakarta, 

1989), hlm. 62. 
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Prinsip-prinsip ekonomi nyata dan bertanggung jawab menghendaki 

kesanggupan keuangan sebesar-besarnya pula bagi tiap-tiap daerah, 

khususnya mengenai sumber keuangan, tentunya perlu diatur agar tercapai 

dan terpelihara perimbangan keuangan yang harmonis dan tepat. Meskipun 

pos asal penggalian dana itu sudah ditetapkan, akan tetapi kondisi saat ini 

menuntut para pengelola daerah untuk mengoptimalkan dan mengembangkan 

sumber-sumber pendapatan di wilayah kabupaten, yaitu kabupaten Sragen.
19

 

Langkah ini perlu ditempuh, karena dengan diberlakukannya otonomi daerah, 

daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola daerahnya sendiri 

termasuk mengusahakan penggalangan dana PAD yang sejak sebelum 

diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 memang sudah menjadi hak dari 

setiap pemerintah daerah.
20

 

Hal yang bisa diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen adalah 

mengoptimalkan penerimaan dan sumber-sumber pengalihan yang selama ini 

ada dan mengembangkan sumber dana baru yang selama ini belum 

dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Akan tetapi, bukan berarti bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah ekonomi 

harus mampu membiayai seluruh keperluannya dari setiap Pendapatan Asli 

Daerah, Sebab pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu sumber 

utama keuangan daerah, masih ada penerimaan lain yang berupa hasil 

pajak,dan bukan pajak, subsidi dan bantuan-bantuan serta pinjaman-pinjaman 

                                                           
19 Hendri, Ahmadi “Analisis Dampak Perekonomian Wilayah Terhadap Keuangan 

Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”,  (Jakarta: Makalah seminar, 2008), hlm. 

79. 
20

 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Yang  Menjadi Hak Dari Setiap 

Pemerintah Daerah. 
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daerah kesemua bagian penerimaan daerah tersebut tiap tahunnya tercermin 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21

 Pemerintah daerah harus 

mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui program dan kegiatan yang 

tercantum dalam APBD dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, 

ketertiban dan sebagainya.
22

 

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, 

pemerintah  memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah dengan  mengeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, otonomi daerah  adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat  sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
23

 

Kabupaten Sragen sebagai daerah Otonom seharusnya mampu 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena di lihat dari segi potensi daerah 

yang potensial, hal tersebut terlihat dari kekayaan sumber alam yang 

melimpah, retribusi pajak, perusahan swasta maupun negeri. Meskipun 

                                                           
21

 http://www.kotasragen.com/berita/index/pengoptimal... Ibid. 
22

Suriansyah Murhani, Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, 

(Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 52. 
23

 UU No.32 Tahun 2004, Pasal 1 Tentang Pemerintah Daerah. 

http://www.kotasragen.com/berita/index/pengoptimal
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Kabupaten Sragen merupakan kota kecil namun hal tersebut haruslah menjadi 

pekerjaan rumah bagi pemimpin daerah maupun seluruh masyarakat agar 

dapat belajar bagaimana memanfaatkan segala yang ada guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat maupun negara serta meningkatkan pembangunan 

Kabupaten Sragen yang selama ini masih belum maksimal terlihat dari sarana 

pelayanan umum yang kurang maksimal. 

Kebijakan penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak 

saja bertujuan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi daerah dengan 

cepat, tetapi perlu dilakukan perbaikan para penyelenggara kebijakan 

mekanisme institusional, maupun mekanisme institusional itu sendiri.
24

 

Semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, sebagai 

konsekuensi dan adanya Otonomi Daerah, peranan keuangan daerah sangat 

penting, karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam 

memobilisasi sumber dananya di samping mengelola dana yang di terima dari 

pemerintah pusat secara efisien, maka dari itu pemerintah daerah harus dapat 

menggali potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah agar pembangunan daerah tetap dapat berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba untuk melakukan penelitian 

Mengenai “ Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan 

Pembangunan Di Kabupaten Sragen Periode 2009-2012“. 

 

                                                           
24 Azwir, Analisis Pendapatan Asli Daerah di Indonesia, (BPFE-UI, Jakarta: 2006), 

hlm. 45. 
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B. Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas maka dapat ditarik permasalahan pokok sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen guna pelaksanaan 

pembangunan daerah di Kabupaten Sragen periode 2009-2012 ? 

2. Kendala apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen 

dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan 

pembangunan daerah dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala 

tersebut ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan penelitian : 

1. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap pembangunan 

daerah di Kabupaten Sragen terkait pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah berdasarkan Peraturan Daerah periode 2010-2013. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sragen dalam pembangunan daerah berdasarkan 

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah serta upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut. 

b. Kegunaan penelitian : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan peran Pemerintah 

Daerah terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang 
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terimplementasi terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Sragen 

berdasarkan peraturan Daerah. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

khususnya kepada Pemerintah Daerah di kabupaten Sragen dalam 

rangka pembangunan daerah terkait pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Sragen berdasarkan peraturan Daerah. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang 

ada, dan penyusun menemukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas 

mengenai tema yang penyusun angkat yaitu Pendapatan Asli Daerah. Adapun 

beberapa karya ilmiah yang membahas tentang Pendapatan Asli Daerah 

antara lain, 

Pertama, skripsi Romikayeni, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 

1993-2004”, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
25

 

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dalam suatu peraturan 

daerah akan menghasilkan beberapa peraturan yang harus dilaksanakan oleh 

tiap wilayah suatu daerah maka diperlukan pengawasan dan keterbukaan 

mengenai pelaksanaan peraturan guna terciptanya keseimbangan tiap daerah 

untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam satu kota. 

                                                           
25

 Romikayeni ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1993-2004”, Skripsi tidak di terbitkan. Fakultas 

Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007. 
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Kedua, skripsi Heri Haryanto, “Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan asli daerah (pad) kabupaten sragen”. Fakultas 

Ekonomi Universitas Surakarta.
26

 Penelitian menghasilkan beberapa poin 

yang mempengaruhi pendapatan asli daerah serta pemerataan bantuan ke 

setiap daerah guna meningkatkan kesejahteraan daerah masing-masing. 

Ketiga,  skripsi Abdullah, “Analisis Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pidie”, Fakultas Ekonomi Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh.
27

 

Penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yakni terdapatnya 

beberapa faktor dalam pengembangan pendapatan asli daerah yakni dengan 

mengacu pada potensi suatu daerah dan diimbangi dengan peraturan daerah 

guna melindungi aspek-aspek yang menjadi faktor pengembangan. 

Keempat, skripsi Doni Apriadi, “Kontribusi Pendapatan Retribusi 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama, Kuningan, Jawa Barat.
28

 Penelitian tersebut menghasilakan 

kesimpulan mengenai sumber pendapatan asli daerah yang mana secara 

umum sumber paendapatan asli daerah di setiap daerah sama diseluruh 

Indonesia akan tetapi kapasitas yang dihasilkan tergantung pada kondisi 

ekonomi setiap daerah. 

                                                           
26

 Heri haryanto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Sragen”, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Surakarta, 2007. 
27

 Abdullah, “Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie”, Skripsi tidak di 

terbitkan, Fakultas Ekonomi Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, 2005. 
28

 Doni Apriadi, “Kontribusi Pendapatan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Kuningan, 

Jawa Barat, 2010. 
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Kelima, skripsi Atika, “Implementasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum 

Universites Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
29

 Penelitian tersebut 

menghasilkan bagaimana Pemerintah Kabupaten Sleman dalam 

pengembangan PAD sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintah Daerah. 

 

E. Kerangka Teoritik 

a. Teori Negara Hukum 

Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato pada 

masa Yunani yang kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh muridnya 

yaitu Aristoteles.
30

 Lahirnya konsep negara hukum Plato berawal dari 

Plato melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan 

harta, kekuasaan, dan gila kehormatan. Konsep negara hukum adalah 

negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Indonesia 

menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Eropa 

kontinental, negara hukum dikenal dengan istilah rechtstaats.
31

 Bagi 

Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan 

pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu 

hukum. Dalam negara hukum, keadilanlah yang memerintah dan harus 

                                                           
29

 Atika, “Implementasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sleman 

Tahun 2010-2012”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universites 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. 
30

 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 115. 
31

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 11. 
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terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap 

manusia apa yang sebenarnya berhak ia terima.
32

 

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum (rechtstaat).
33

 Adapun ciri-ciri rechstaat antara lain:
34

 

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan 

tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat 

2. Adanya pembagian kekuasaan negara 

3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. 

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan 

keadilan bagi warganya. Dengan kata lain pelaksanaan pemerintahan di 

Indonesia harus diatur oleh hukum agar tidak terjadi kesewenang-

wenangan dalam pemerintahan. Selain unsur-unsur ataupun ciri-ciri dari 

rechtstaat yang telah dipaparkan diatas, ada pula Freidrich Julius Stahl 

yang mengemukakan mengenai unsur dari negara hukum (rechtstaat). 

Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechtstaat) adalah:
35

 

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia. 

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak 

tersebut. 

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 

4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

                                                           
32

 SF Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, 

(Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 127. 
33

 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), hlm. 57. 
34

 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011), hlm. 74. 
35

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 33. 
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Dari semua unsur-unsur ataupun ciri negara hukum (rechtstaat) 

yang telah dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa inti dari negara hukum 

(rechtstaat) adalah dijunjung tingginya hak asasi manusia. Hal ini 

menunjukan bahwa konsep rechtstaat memang seharusnya bertumpu pada 

rasa keadilan yang mana hal tersebut akan tercipta dengan dijalankannya 

hukum dengan sebenar-benarnya. Apabila hukum telah berjalan dengan 

sebagaimana mestinya, maka hak asasi manusia juga akan terjaga dengan 

baik. 

 

b. Teori Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan 

pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan 

pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Salah satu 

urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang 

memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk 

dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi 

daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai 

pengeluaran rutin daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
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dengan peraturan perundangundangan.
36

 Kata autonomy berasal dari 

bahasa Yunani (Greek), yakni dari kata autonomia, yang artinya “The 

quality or state being independent, free, and self directing. Atau The 

degree of self determination or political control possed by a 

minoritygroup, territorial division or political unit in its relations to the 

state or political community of which it forms a part and extending from 

local to full independence”.
37

 

Pengertiannya yang orisinil, Otonomi adalah The legal self 

suffiency of social body and its actual independence. Sejalan dengan 

bergulirnya pelaksanaan Otonomi Daerah di tanah air, setiap Pemerintah 

Kabupaten dan Kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah 

terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota. 

Hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai isu dalam 

implementasi Otonomi Daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan 

mekanisme kerja organisasi perangkat daerah. Sesuai dengan Undang-

Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 sumber pendanaan Pemerintah Daerah 

Kebupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah 

daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari 

sumbersumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

                                                           
36 Magnar Kuntana, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah 

Administratif, (Bandung: Armico,1984), hlm. 59. 
37

 Ibid., hlm. 74. 
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2. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk 

dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan 

pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain 

ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga 

bertujuan untuk mengurangi/ memperkecil perbedaan kapasitas fiskal 

antar daerah. 

3. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan 

dana kontijensi dan bantuan dana darurat. 

4. Menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri. 

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan 

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di 

seluruh provinsi di Indonesia.
38

 Dengan diberlakukannya Undang-Undang 

No. 22 tahun 1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 

1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah member 

petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan 

APBD. Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah Departemen Keungan Negara Djoko Hidayanto (2004) 

“pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 

Januari 2001”. Menurut Direktur dana Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia Kadjatmiko (2004) “1 

Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting 

                                                           
38 Surya Winarna Adisubrata, Otonomi Daerah di Era Reformasi, (Yogayakarta: 

UPP AMP YKPN). 
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bagi bangsa Indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di 

daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan tentang Otonomi Daerah 

mulai dilaksanakan secara efektif”.
39

 Inti dari konsep pelaksanaan 

Otonomi Daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah 

dimulai dari tahun 2001. Misi utama pelaksanaan Otonomi Daerah adalah : 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 

berpartisipaasi dalam pembangunan. 

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam 

menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah.
40

 Dalam hal ini kewenangan keuangan 

yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah 

daerah. Dalam menjamin terselenggranya Otonomi Daerah yang semakin 

mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan 

keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan 

meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan 

penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta 

memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam 

                                                           
39 Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta : 

Grasindo, 2007), hlm. 128. 
40 Tim Suara Pembaruan, Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan, (Jakarta Pusat: 

Penebar Swadya, 1995), hlm. 195. 



21 
 

melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi 

PAD. 

 

c. Teori Pembangunan Daerah 

Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana 

untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta 

suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam : 

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

2. Mengelola sumber daya ekonomi daerah. 

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk 

memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu 

lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas 

kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, serta memperluas pilihan 

yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan 

harga diri. 

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-

pilihan. 

1. Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). 

2. Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan 

3. Tepat : Dikaitkan dengan tindakan pilihan-pilihan 

Munculnya gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah 

berawal dari pandangan yang menganggap bahwa perencanaan 
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pembangunan nasional tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga 

Negara yang berdomisili di dalam suatu wilayah administratif dalam 

rangka pembangunan daerah. Menurut pandangan ini, pembangunan 

daerah hanya bersifat pembangunan (oleh pemerintah pusat) di daerah 

sehingga masyarakat daerah tidak mampu mengakses pada proses 

pengambilan keputusan publik untuk menentukan nasib sendiri dan 

munculnya kebijakan pemerintah memberikan kewenangan lebih luas 

kepada penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penerapan 

kebijakan desentralisasi.
41

 

Secara umum perencanaan pembangunan daerah di definisikan 

sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka 

panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, 

aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat 

dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
42

 Secara praktis 

perencanaan pembangunan daerah di definisikan sebagai suatu usaha yang 

sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), atau 

pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan 

yang berbeda untuk menghadapi saling kebergantungan dan keterkaitan 

aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi, dan aspek-aspek lingkungan lainnya 

dengan cara : 

                                                           
41 Yani Ahmad, Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 254. 
42

 Ibid., hlm. 298. 
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1. Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan 

pembangunan daerah, 

2. Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pambangunan 

daerah, 

3. Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi), 

4. Melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang 

tersedia, 

5. Sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat daerah dapat di tangkap secara berkelanjutan. 

Argumen tentang pentingnya pembangunan daerah dan 

perencanaan pembangunan adalah berdasarkan alasan politik, perencanaan 

pembangunan daerah dapat dilihat sebagai wahana untuk menciptakan 

hubungan yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam pelaksanaan pembangunan, sementara dalam dimensikan alasan 

ekonomi, perencanaan pembangunan dapat dilihat sebagai wahana untuk 

mencapai sasaran pengentasan kemiskinan dan sasaran pembangunan 

sosial secara lebih nyata di daerah-daerah.
43

 Dalam pembangunan daerah, 

pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan manajemen 

pembangunan daerah dengan fokus pembangunan wawasan. 

 

 

 

                                                           
43

 Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta : 

Grasindo, 2007), hlm. 128. 
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F. Metode Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), dalam hal ini data atau sumber yang diperoleh bersumber dari 

Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen sebagai data primer. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dari buku-buku tentang Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), dan Pemerintah Daerah serta peraturan-peraturan yang terkait. 

 

b. Sifat penelitian 

Penelitian bersifat deskriptif-analisis yaitu mengelola dan 

mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis, memahami sekaligus 

menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, maka kemudian 

penyusun mendiskripsikan terlebih dahulu mengenai bagaimana kinerja 

Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen, dan dilanjutkan dengan 

menganalisis hasil diskripsi tersebut.  

 

c. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian: Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen 

2. Objek penelitian: Pembangunan Daerah berbasis Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 
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d. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis 

Normatif, yaitu penelitian ini berdasar dari norma hukum positif yang 

menjadi dasar pembentukan PAD dan yang berkaitan dengan fungsi PAD 

yang terdapat dalam Undang-Undang no. 12 Tahun 2008 atas perubahan 

Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 serta melihat gejala-gejala yang 

terjadi di masyarakat sekitar. 

 

e. Sumber data 

Yang dimaksud sumber dalam dalam penelitian ini adalahsumber 

dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, yaitu datasekunder 

maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu: 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ttg Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah. 

c. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

d. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi 

Daerah 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Dearah. 
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g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman, Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengurusan 

Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata 

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. 

h. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah 

Negara. 

i. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. 

j. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

k. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat/Daerah. 

l. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang 

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 

n. Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, 

literatur, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah 

penelitian. Serta sumber-sumber data lain yang terkait dengan 

masalah yang di teliti seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, 

RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kabupaten Sragen. 
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c) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun menjelaskan terhadap bahan buku primer dan sekunder, 

yakni kamus, di antaranya: 

a. Kamus Hukum 

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

c. Kamus Bahasa Inggris. 

 

f. Metode Pengumpulan data 

Penelitian ini merupakan penelitian field research, dan 

menggunakan metode penelitian kualitatif maka dalam pengumpulan 

datanya menggunakan metode observasi dan wawancara.  

1. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau 

lokasi penelitian. Dalam hal ini, penyusun mengunjungi Pemerintah 

Daerah di Kabupaten Sragen. 

2. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Penyusun mengadakan 

wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah 

penelitian yaitu anggota Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen 

yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Negara 

(DPPKAD) sehingga mendapat data yang diperlukan. 
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g. Analisis Data 

Dalam analisa data ini, penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan 

gambaran atau menjabarkan terhadap data yang telah terkumpul dalam 

bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada 

kesimpulan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data 

dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Melalui metode penelitian tersebut di atas, maka untuk mempermudah 

pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar 

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas tentang teori pendukung atas permasalahan 

yang di teliti yakni pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan. 

Bab ketiga, membahas tinjauan umum mengenai Pemerintah Daerah 

di Kabupaten Sragen yang meliputi  struktur, fungsi, wewenang, kedudukan. 
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Bab keempat, membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 

yang terimplementasi terhadap pembangunan daerah priode 2009-2012, 

kendala Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya serta upaya yang 

dilakukan dalam menghadapi kendalan tersebut. 

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2012 sudah sesuai dengan amanat 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang- Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah 

Daerah kemudian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya dilapangan Dinas 

Pendapatan Daerah Sragen pada khusunya sudah menjalankan Asas-Asas 

Umum Pemerintah yang Layak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang No. 25 

Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

Asas keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Transparansi Pelayanan. 

Penerimaan dana untuk wilayah Kabupaten Sragen masih terdapat 2 

pengelolaan dana yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Kusus (DAK) yang mana kedua hal tersebut mempunyai peranan yang sangat 

penting terhadap perkembangan pembangunan daerah. Sumber penerimaan 

daerah Kabupaten Sragen tahun 2009-2012 dalam konteks otonomi dan 

desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan 

dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAU, Dana Alokasi Khusus dan 

bagi hasil. Sedangkan porsi DAK masik relative kecil. Secara rata-rata 
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nasional, PAD hanya memberikan kontribusi 8-10% dari total penerimaan 

daerah, sedangkan yang kurang lebih 90% masih menggantungkan 

sumbangan dari bantuan pemerintah pusat. Hasil Penelitian ini juga 

menunjukkan sumber daya aparat, prosedur pengelolaan, dan Pelaksanaan 

Otonomi Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat 

dari target dan realisasi yang dicapai untuk empat tahun terakhir pada empat 

wilayah sampel, dimana terjadi kesenjangan antara target dan realisasi yang 

dicapai, atau dengan kata lain bahwa realisasi yang dicapai tidak mencapai 

target yang ditentukan, begitu pula kontribusinya terhadap APBD masih 

sangat kecil. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa masalah yang 

dihadapi, seperti kualitas Sumber Daya Aparat yang masih sangat rendah dan 

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang kurang maksimal. 

2. Dalam pengelolaan PAD Kabupaten Sragen peneliti menyimpulkan 

terdapat beberapa kendala yang timbul dalam upaya pemrintah daerah 

menjalankan tugasnya antara lain a) Sistem Otonomi Daerah dan 

pemerintahan umum yang belum maksimal dalam mengelola potensi daerah 

guna peningkatan PAD, b) Administrasi keuangan derah yang belum mandiri 

sehingga belum mampu membiayai sebagian besar pembangunan daerah 

untuk peningkatan pendapatan daerah, c) kurangnya pengetahuan masyarakat 

desa tentang pelayanan publik yang sudah disediakan oleh Pemerintah 

Daerah, dan d) kurangnya pemberdayaan masyarakat khususnya didesa.  
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B. Saran 

Dari paparan kesimpulan tersebut, penyusun memberikan beberapa 

saran, antara lain: 

1. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Asli Daerah agar lebih 

tegas dalam pemberian sanksi atau denda yang akan diberikan kepada 

pihak-pihak yang belum melakukan pembayaran atau sengaja mengulur-

ulur waktu untuk membayar Distribusi sesuai dengan ketentuan-ketentua 

yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, hal ini dimaksudkan agar 

sumber pendapatan daerah bisa meningkat setiap tahunnya karena tidak 

ada yang melanggar aturan. 

2. Pemerintah Kabupaten Sragen seharusnya segera melakukan audit atau 

peninjauan langsung kesetiap desa maupun apratur daerah di Kabupaten 

Sragen mengingat banyaknya realisasi rencana pembangunan daerah 

yang tidak maksimal. Dengan upaya tersebut diharapkan mengurangi 

aparatur negara yang melakukan pelanggaran serta dapat segera ditindak 

lanjuti guna peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah 

yang sesuai dengan maksimal. 
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